BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat
disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada
tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul ada yang sesuai dan tidak sesuai
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang
Proyek Operasi Nasional Agraria jis Peraturan Pemerrintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan KMNA/KBPN Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ada 13 responden (26% dari 50
responden) yang mengkonversikan Letter C mereka melalui PRONA
dengan penghasilan di atas Standar Kelayakan Minimum Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2012 sehingga tidak sesuai dengan Diktum Kedua
huruf () KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi
Nasional Agraria. Ada dua responden (4% dari 50 responden) yang belum
menerima sertipikat karena belum menyelesaikan biaya administrasi
konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di
Kabupaten Gunungkidul kepada pemerintah desa sehingga tidak sesuai
dengan Diktum Ketujuh KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek
Operasi Nasioanl Agraria sebab semua biaya yang dipergunakan untuk

pelaksanaan proyek PRONA dibebankan kepada Anggaran Belanja
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Direktorat Jenderal Agraria Department Dalam Negeri dan Yayasan Dana

Landreform.

2. Pelaksanaan konversi hak milik adat (Leter C) melalui PRONA di
Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 telah mewujudkan tertib
administrasi pertanahan karena sebanyak 50 bidang tanah telah
disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
sehingga mempermudah masyarakat yang memerlukan informasi
mengenai data fisik dan data yuridis ke-50 bidang tanah tersebut.

B. Saran-saran

1. Pemerintah

a. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan melakukan penyuluhan tentang
konversi hak milik adat (letter C) dan proses peralihan macam-macam
hak atas tanah agar masyarakat lebih memahami pentingnya
pendaftaran tanah dan prosedur peralihan hak atas tanah serta lebih
tegas dalam menyaring peserta PRONA yang akan datang.

b. Pemerintah Desa Kepek, Krambilsawit, Pampang dan Karangduwet
diharapkan tidak melakukan pungutan biaya terhadap pelaksanaan
PRONA yang merupakan program pemerintah.

2. Masyarakat khususnya pemegang hak milik adat (Letter C) di Kabupaten
Gunungkidul diharapkan mampu memahami pentingnya pendaftaran tanah
agar memperoleh sertipikat sehingga dapat membantu terwujudnya tertib

administrasi pertanahan.
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